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BUPATI MUSI RAWAS

bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal5Ayat(ll
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5

Tahun 2}ll, t rrt"t g qitn Air Tanah maka perlu

menetapkan p"ot*"i B"p"ti Musi Rawas Nilai
perolehan Ak T;ah sebagai dasar Penetapan Pajak dan

Pemanfaatan Air Tanah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

ai*rt".ra pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Nilai Perolehart

Air Tanah.

Undang-Undang Nomor 2a Tatrun 1959 tentang
pemknhrkan "Oaerah Tingkat II dan Kotapraja di

sumatera seiatan (kmbarJn Negara Republik Indoneia

Tahun 1959 Nomoi 72, Tarrbahan Lembaran Negara

Nomor 182U;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2OCE teitang 
-pemerintah Daeratr; sebagaimana

t"rur, diubah beberipa kali terakhir dengan undang-

undang Nomor 12 Tahun 2OOS tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 200,4

tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimblngan f?uangan Antara Pemerintah Pusat dan
pemerintah Daerai (6mbaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126' Tambahan

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

UndanyUndang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2OOg ten:tang rfuat Daerah dan Retribusi Daerah

if.ttU"o. Negara" Repub[k Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 13O fimUafran Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5Oa9);
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UndangUndang Nomor L2 Tahun 2Ol1 tentang
pembeitukan Peraturan Perundasg-undartgan

if-*Uaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2011

Nomor 82);
peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20o7 tentang
Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
pemeriitah Daeratr Provinsi dan Pemerintatr Daeratt

f<"Urrp"t"n/Kota(LembaranNegaraRepulliklndonesia
Tahd 2OOT Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor a7371;

peraturan Pemerintatr Republik Nomor 42 Tatrun 2OO8

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (kmlaryr" Negara

i"p,rU[f. Inlonseia Tahun 2OO8 Nomor 42, Tambatran
trmuaran Negaran Republik Indonesia Nomor a858);

peraturan Pemerintah Nomor 43 Tatrun 2oo8 tentang
Air Tanatr (kmbaran Negara Tatrun 2oo8 Nomor 83,

Tambatran kmbaran Negara Nomor a859h

peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2olo tentang
Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daeratr dan Retribusi Daerah
(6mbaian Negara Republik Indonesia Tahun 2OtO

ilo*or 119, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

perahrran Pemerintah Nomor 91 Tahun 2O1O tentang
Jgnis Peiak Daerah yang dip-ungut Berdasarkan
p"r.etapari fepata Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
wajib 

'Pajak (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun zoto Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51791;

10.

1 1. Peraturan Menteri Datram Negeri Ngmor '13 Tahun_2ol 1

tentang Pembentrrkan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara nepublik Indnesia Tatrun 2O11 Nomor 69a\

L2. Keputtrsan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2oo2
tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan
usaha Milik Negara, Badan usatra Milik Daerah yang
memberikan Pelayanan Rrblik, Pertambangan Minyak
Bumi dan Gas Alam;

13. Peraturan Daerah I(abupaten Musi Rawas Nomor 5
Tatrun 2or I tentang Pajak Air Tanah (kmbaran Daerah
Tatrun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSI(AN:
Menetapkan: P-ERATTIRAN BUPATI DtU91 RAW4q JEIiITANG NIL+I

pBnOlpnan etn teNAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN

PA^'AK AIR TANAH

BAB I
KETEI.ITUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalatr Ihbupaten Musi Rawas,



2. Pemerintalr Kabupaten adalatr Pemerintah Kabupaten Musi Rawas'

3. Bupati adalah BuPati Musi Rawas,

4. Instansi pelahsana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

bertanggUngiawab dan berwenang melaksanakan pungptan terhadap Pajak

Air Tanah,

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertenhr di bidang perpqiakan

daerah sesuai denfan peraturan perundang-undangan,

6. Pajak Daeratr yang selanjutnya d'isebut Peiak adalah kontribusi weiib

kepadaDaeq!ye4gtery@4gnt"t,-n1",'gpribadiatauyanqbersifat
memaksa berdasarkan Unlang-Undang dengan tidat( mendapatkan

imbalan """* frrrgsung dan d-igUnakan unhrk keperluan Daerah bagi

sebesar-sebesarnya kemakmuran ralqrat,

7. PdaI( Air Tanah adatah pajak atas pengapbilan dan/atau pemanfaatan air

tanah,
g. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau battran di

bawah permukaan tanah,

9. Subjek Pajak adalatr orang pribadi atau Badan yang dapat dikena}an
Pajak,

lo. wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan melipuli pembayar Pajak,
pemotong pajak, dam p.mrngUt pajak yang mempuyai hak-dan kewajiban

ielpAiakd sesuai dingan t ctct tuet P€raturan perundanS-undangan
perpajakan daerah,

11. Pemungutan adalatr suahr rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunart

data o63"4 dan subjek pajak penentuan lesaryya Pajat yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wqiib Pajak serta pengawasan

penYetora'nnYa,
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BAB II
NAIVIA, OB.IEK DAN SU&JEK PA-JAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanatr dipungut Pqiak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

(1). Objek pajak Air Tanah adalah pengambilan dan /atau pemanfaatan air
tanah.

(2). Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah addah pengambilan dan / atau\-' 
pemanfaatan Air Tanah ,nt rt keperluan 9"* rumah tangga, pengairan

p"rt""i"" dan perikanan ralryat, serta peribadatan.

Pasal 4

(1) . Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi _"t Y Badan yang

melaktrkan pengambilan dan /atau pemasfaatan Air Talah'
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(2)Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang

melakulcan penlambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah'

BAB III
DASAR DAN NII"AI PA"IAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah'

Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dalam tabel sebagai

berikut:

Pasal 6
Tarif pajak Air Tanah adalah sebesar 2oo/o (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang tenrtang dihihrng dengan canla

mengalikan nilai peiolehan air tana1- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayatlZ) dengan t"rif p"j.f. air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6'

BAB tV
WII"AYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat air di ambil'

3,L

BA8V.......... . .t...

Yang Digunakan
Rp. 125,-

Rp. 125,'

Rp- '+oo,-Rp. 5OO,-
Rp. 75O,-

Rp. 75O,-
Rp. 1.OOO,-

Rp. 5OO,-
Rp. 75O,'

Rp. 5OO,-
Rp. 3OO,-

ntraktornYa untuk
kegiatan tndustri Pertambangan Minyak dan

Gas Bumi.
Perusahaan Daerah Air Minum / Us$a isi
ulang air minum
WC Umum dan Kamar Mandi Umum
Rumah Sakit Swasta / Klinik Swasta
Pencucian Kendaraan Bermotor dan Kolam
Renang
Hotel 7 PengtttaPan / Rumah Makan
BUMN / BUMD / Badan Umum Swasta
Perkebunan dan Pertambangan Non Migas
- Penrmahan / Ihntot I Perkebunan
- Pabrik Perkebunan
Industri
- Industri Besar dan Menengah
- Industri Rumah Tangga
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BAB V

KETENTT''AN PENUTUP

Pasal 9

peraturan Bupati ini mulai berlalmpada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetatruinya, memerint*t<an pengundangan Perahrran

Bupati ini deoea ;;;"-p"tki;t; J"h- Berita baJott Itubupaten Musi

Rawas.

---, Ditetapkan di Lubuklinggau

Pada tanggal $ Nanrnbe,6 2Ot2

\/
BuPeu MusI RAwAS/'

DiundanEkan di Lubuklinggau

Pada tarrggal 2la Novevufuf 2OL2

SEKRETARIS DAERAH

MUSI RAWAS

a NrP. 19570221 198303 1 005'

BERITA DAERAII IGBUPATEN MUSI RAWAS TAuUN 2Au2NOMoR tl'q

lnepusYeHRI,EH-MM.


